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BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 422 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

bahwa dalam rangka mengkoordinasikan pengelolaan keuanggn
daerah dan/atau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan
daerah, perlu ditunjuk koordinator pengelolaan keuangan daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Kepala Daerah
berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta
pengawasan Keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2
Tahun 20'12 tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU

Menunjuk Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEDUA Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan
perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD,;

¢. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD,;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,
-— \

MARTINUS D.
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BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 413 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang: a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

b.

o 1.

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Daerah,;

bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun

2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai sebagai berikut:

SKPD NAMA/NIP JABATAN
Badan Keuangan YOSSI NEMERS, SE Kabid
Daerah NIP,197210202001121002 | Perbendaharaan
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EDUA . Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
mempunyai tugas sebagai berikut:

menyiapkan anggararn Kas;

. menyiapkan SPD;

menerbitkan SP2D;

menyimpan seluruh bukti Asli Kepemilikan Kekayaan Daerah;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh

Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;

f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

g. menyimpan Uang Daerah;

h. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/
menatausahakan Investasi Daerah;

i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat
Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah
Daerah;

k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

1. melakukan penagihan piutang daerah.

o a0 o P

KETIGA : Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Bendahara Umum Daerah (BUD);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 4] Desember 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAL,

MARTINUS D.
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BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMORA4 1y TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAL,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Kepulauan Mentawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Reuangan Daerah,

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU . Menunjuk  Pejabat Pengelola  Keuangan  Daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai, sebagai berikut:
Nama : RINALDI, 8.Kom. MM
NIP : 197207051998031010
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah
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KEDUA ; P(;jabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

¢. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KETIGA . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

P
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MARTINUS D.
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BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 412 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)

BUPATI KEPULAUAN MENTAWALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah  selaku Pejabat Pengelola  Keuangan Daerah
melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah dalam
rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerabh,;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan
Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020;

4, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

' d
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; -
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD), sebagai berikut:

Nama : RINALDI, S.Kom.,MM
NIP + 197207051998031010
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I, IV/b

Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah

Bc'endahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

¢. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. menetapkan SPD;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman
atas nama pemerintah daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah; dan

i. menyajikan informasi keuangan daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.
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